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ABSTRAK

RELASI KEKUASAAN KEPALA DESA BANDAR KLIPPA DAN
BUPATI DELI SERDANG
(Studi Terhadap Regulasi Perundang-Undangan)

Oleh
SITI AISYAH
NPM. 10.851.0010
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Desa merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Secara geografis desa tidak sama dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.
Adalah Kepala Desa yang merupakan orang nomor satu di desa yang berwenang
dan bertanggung jawab terhadap pengurusan kepentingan masyarakat tersebut. Di
sini Kepala Desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang hamper sama dengan
Bupati. Bedanya wilayah kekuasaannya lebih kecil bila dibandingkan dengan
wilayah kekuasaan Bupati.

Penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam tentang sejauh mana
wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa dan Bupati dalam mengurus
kepentingan masyarakat di daerahnya. Adpun tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui relasi kekuasaan Kepala Desa Bandar Klippa sesuai dengan Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk mengetahui relasi kekuasaan
Bupati Deli Serdang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Kepala Desa
Bandar Klippa memiliki relasi kekuasaan yang luas dan tidak terbatas dalam
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Begitu pula
dengan Bupati Deli Serdang juga memiliki relasi kekuasaan yang luas dan tidak
terbatas dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di
daerahnya. Relasi kekuasaan Kepala Desa Bandar Klippa menurut Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah mencakup; a. Kewenangan Kepala Desa b.
Personalitas, c. Pendapatan Desa, d. Pengelolaan Keuangan Desa, dan e.
Peningkatan Pembangunan Desa. Selanjutnya, dalam melaksanakan program
pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan pembangunan desa, Bupati
Deli Serdang memberikan mandat kepada camat untuk mejadi fasilitator dan
mediator serta mitra kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala
pemerintahan desa.

Kata Kunci: Relasi Kekuasaan dan Regulasi Perundang-Undangan
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbesar di dunia dan
terhimpun dalam wujud Negara Kesatnan Republik Indonesia (NKRI). Begitu
banyaknya pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia — baik pulau-
pulau kecil maupun besar, menuntuk kewajiban dan tanggung jawab yang besar
pula bagi seluruh elemen masyarakat yang bernaung di dalamnya. Wujud dari
kewajiban dan tanggung jawab ini adalah dengan melaksanakan pembangunan di
segala bidang.

Untuk menciptakan suatu negara yang maju dan berkembang, tentu
dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar tujuan pembangunan
tersebut dapat tercapai. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata materil dan spritual
berasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana
prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan
pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai”.

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang itu sendiri tentunya tidak serta
merta dapat terwujud dengan sendirinya tanpa adanya suatu proses. Mengingat
negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak daerah serta

adat istiadat yang berbeda, maka periu adanya penanganan khusus agar daerah
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tersebut dapat maju dan berkembang tanpa menghilangkan unsur-unsur adat
istiadat yang ada dalam masyarakat tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia adalah melalui sistem ketatanegaraan dengan
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan
dalam era globalisasi darn demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengantantangan masa
depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan
tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional, serta perubahan pela atau sistem
informasi global. (HAW. Widjaja, 2011: 7)

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan
seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur
daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam
membuka peluang untuk memajukan daerah dengan melakukan identifikasi
potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah
secara ekonomi yang wajar, efesien, efektif, termasuk kemampuan perangkat
daerah dalam meningkatkan kinerja, serta dapat mempertanggungjawabkan
kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat.

Selain itu, dengan adanya Undang-Undang in1 maka sesap Kepala Daerah
memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan daerahnya
masing-masing. Maju atau mundurnya suatu daerah, bergantung kepada sistem

pengelolaan dan manajemen Kepala Daerah dalam memberdayakan asset dan

[\
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